PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 95 TAHUN 2020

TENTANG

PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2021

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

WALIKOTA SEMARANG,

bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pembinaan
dan pengawasan pada perangkat daerah Kota Semarang
Tahun 2021 berdasar amanat dalam pasal 17 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah,
dan agar pengawasan penyelenggaraan pemerintahan
daerah dapat berjalan baik, sesuai fokus dan sasaran
pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah
berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23
Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan Dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerinntah Daerah Tahun
2021, maka perlu disusun perencanaan tahunan
pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan
Pemerintahan daerah di Lingkungan Pemerintah Kota
Semarang;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Perencanaan Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota
Semarang Tahun 2021;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-Daerah  Kota Besar Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa
Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);



10.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 NomoR 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4150);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3455);

Undang-Undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5534) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3079);

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang
Pembentukan Kecamatan di wilayah  Kabupaten-
Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap,
Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam
wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89,
Tambahan Lemabaran, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3097);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5135);



19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun
2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Semarang Nomor 114);

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2020
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Semarang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota
Semarang Tahun 2020 Nomor 5);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007
tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan  Atas
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8
Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman
Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007
tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di
Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 157);



27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahlin 2019
Nomor 1447);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan
Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 388);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020);

31. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Kota Semarang
(Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 60);

32. Peraturan Walikota Semarang Nomor 88 Tahun 2020
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2021 (Berita
Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 88);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERENCANAAN
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2021.

Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Semarang;

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai wunsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom;

3. Walikota adalah Walikota Semarang;
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Semarang;

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Semarang;



10.

11.

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan
Rakyat dalam menyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadikan
kewenangan Daerah;

Inspektorat adalah Inspektorat Kota Semarang;
Inspektur adalah Inspektur Kota Semarang;

Kebijakan Pengawasan adalah rencana pengawasan penyelenggaraan
pemerintahan daerah tahunan yang meliputi fokus, sasaran dan jadwal
pelaksanaan pengawasan,;

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah wusaha,
tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP
adalah aparat yang melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah sesuai fungsi dan kewenangannya yaitu Inspektorat
Kota Semarang.

Pasal 2

Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah Kota Semarang Tahun 2021 meliputi :

a. Fokus Pembinaan Dan Pengawasan Kepala Daerah Terhadap Perangkat
Daerah;

b. Sasaran Pembinaan Dan Pengawasan Kepala Daerah Terhadap
Perangkat Daerah; dan

c. Jadwal Pembinaan Dan Pengawasan Kepala Daerah Terhadap Perangkat
Daerah.

Fokus pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a disusun berbasis prioritas dan risiko.

Pasal 3

Perencanaan Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)

dijabarkan dalam bentuk asistensi dan pendampingan penyelenggaraan

pemerintahan daerah.

Perencanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)

dijabarkan dalam bentuk:

a. pemeriksaan kinerja;

b. pemeriksaan dengan tujuan tertentu,;

c. pengawasan yang bersifat mandatori/harus dilakukan oleh Inspektorat
daerah;

d. pengawalan reformasi birokrasi;

e. penegakan integritas;

f. peningkatan kapabilitas APIP; dan

g. jadwal pelaksanaan.

Jadwal pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g

ditetapkan dengan Keputusan Walikota.



Pasal 4

Uraian Perencanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota
ini.

Pasal 5

Pendanaan  pelaksanaan  Perencanaan  Pengawasan  Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Kota Semarang Tahun 2021 bersumber dari anggaran
pendapatan dan belanja daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2021.

Pasal 6
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 30 Desember 2020
WALIKOTA SEMARANG,

ttd
HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 30 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

ttd
ISWAR AMINUDDIN
BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2020 NOMOR 95



LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 95 TAHUN 2020

TENTANG

PERENCANAAN PEMBINAAN  DAN
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH KOTA
SEMARANG TAHUN 2021

URAIAN PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2021

Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah
dimaksudkan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan
secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan dengan fokus dan sasaran Pembinaan Dan Pengawasan Kepala
Daerah Terhadap Perangkat Daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah
dalam bentuk sebagai berikut:

I. Pemeriksaan Kinerja terhadap program/kegiatan yang tercantum dalam
rencana pembangunan jangka menengah dan/atau rencana kerja
pemerintah daerah tahun 2021 dengan sasaran program/kegiatan yang
memiliki risiko tinggi.

II. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, meliputi:

1. pemeriksaan investigatif dengan sasaran penanganan pengaduan
masyarakat yang berindikasi penyalahgunaan wewenang dan tindak
pidana korupsi;

2. penghitungan kerugian keuangan negara/daerah dengan sasaran
kasus kerugian negara yang dilimpahkan oleh aparat penegak hukum
untuk dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara/daerah; dan

3. Penanganan pelanggaran disiplin dengan sasaran penegakan disiplin
PNS sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

III. Pengawasan yang bersifat mandatori/harus dilakukan oleh inspektorat
daerah, meliputi:

1. Kinerja Rutin Pengawasan, meliputi:

a. Kegiatan Audit
Kegiatan Audit dilakukan bertujuan untuk memberikan penilaian
secara independen dan memberikan keyakinan yang memadai
bahwa dokumen/laporan yang disajikan telah disusun berdasarkan
sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai
standar yang ditetapkan pemerintah, diantaranya:
1) audit kepegawaian;
2) audit kepatuhan;
3) probity audit;
4) audit infrastruktur; dan
5) audit IT.



b. Kegiatan Reviu
Kegiatan Reviu dilakukan bertujuan untuk memberikan keyakinan
terbatas bahwa dokumen/laporan yang disajikan telah disusun
berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan
disajikan sesuai standar yang ditetapkan pemerintah, diantaranya:
1) reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD);

2) reviu Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD);

3) reviu Standar Satuan Harga (SSH);

4) reviu Analisis Standar Belanja (ASB) dan Harga Satuan Pokok
Kegiatan (HSPK);

5) reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS);

6) reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);

7) reviu Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja
SKPD);

8) reviu Kebijakan Umum Anggaran — Prioritas Plafon Anggaran
Sementara (KUA-PPAS);

9) reviu Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah (RKA SKPD) murni dan perubahan;

10) reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD);

11) reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);

12) reviu laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD);

13) pemeriksaan atas penagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP);

14) reviu dana alokasi khusus (DAK) fisik; dan

15) reviu kepatuhan pengelolaan BMD (Barang Milik Daerah).

c. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi dilakukan bertujuan untuk
menilai capaian kinerja perangkat daerah, diantaranya:

1) monitoring dan evaluasi Sistem Pengendalian Internal
Pemerintah (SPIP);

2) monitoring penyerapan anggaran/pemeriksaan kas;

3) monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan
Pemeriksaan Keuangan (BPK) dan Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah (APIP);

4) evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan
(SAKIP); dan

5) evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik.

2. Pengawasan Prioritas Nasional, meliputi:

a. Tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dengan Aparat Penegak
Hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang
berindikasi korupsi dengan sasaran meyakinkan penanganan
pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi telah mengacu
pada perjanjian kerja sama Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan,
Kepolisian Negara Republik Indonesia;

b. Operasional Sapu Bersih Pungutan Liar dengan sasaran
meyakinkan pelayanan publik di masing-masing pemerintah daerah
telah bersih dari pungutan liar;



c. Evaluasi Perencanaan Penganggaran berbasis gender dengan
sasaran meyakinkan perencanaan dan penganggaran daerah telah
memperhatikan gender: dan

d. pemeriksaan bantuan operasional sekolah dasar dengan sasaran
meyakinkan sekolah telah mengelola dana BOS mulai dari
penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban telah sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan.

IV. Pengawalan Reformasi Birokrasi, meliputi:

1.

2.

Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi dengan sasaran

menyakinkan data yang tetuang dalam dokumen akurat dan relevan

dengan pelaksanaan Reformasi birokrasi; dan

Asistensi pembangunan reformasi birokrasi dengan sasaran

pendampingan kepada Perangkat Daerah dalam membangun area

pengawasan yang meliputi:

a. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

b. Kapabilitas Aparat pengawas Intern Pemerintah;

c. Verifikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)/
Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);

d. Penilaian Internal Zona Integritas;

e. Penanganan Benturan Kepentingan;

f. Penanganan laporan pengaduan (Whistle Blower System); dan
g. Penanganan Pengaduan Masyarakat.

V. Penegakan Integritas, meliputi:

1.

Dukungan Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas dengan sasaran
meyakinkan kesiapan pemerintah daerah dan tersedianya alokasi
anggaran secara memadai; dan

Monitoring evaluasi aksi pencegahan Korupsi dengan sasaran aksi
pencegahan dan penindakan Korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan
oleh KPK dan aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh tim
Stranas PK.

VI. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP),
meliputi:

NouasLb=

Penerapan Manajemen Resiko;

Perencanaan Pengawasan Berbasis Resiko;

Audit Kinerja;

Audit Investigasi;

Pemeriksaan DAK Fisik;

Pendidikan berjenjang Jabatan Fungsional PPUPD dan Auditor; dan
Pendidikan sertifikasi dibidang pengawasan lainnya.

WALIKOTA SEMARANG,

ttd
HENDRAR PRIHADI
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